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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  21 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 50 TAHUN 1983

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang
:
a.
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan pencabutan.

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. 
Undang‑undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk‑Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 9A Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO
